
PERATURANGUBERNURGORONTALO

NOMOR TAHUN2021

TENTANG

BELANJAYANGBERSIFATMENGIKATDANBELANJAYANGBERSIFATWAJIB
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

Menimbang:

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
GUBERNURGORONTALO,

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sesuai
dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan dan
kemampuan pendapatan daerah perlu standar
penyusunan belanja yang bersifat mengikat dan bersifat
wajib;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang PengeIoIaan
Keuangan Daerah, Gubemur mempunyai tanggungjawab untuk
menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur
Gorontalo tentang Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja
yang Bersifat Wajib Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepaia Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan KineIja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PengeIolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peratl,lran Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Peru bahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis PengeIolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

PERATURANGUBERNUR TENTANGBELANJAYANGBERSIFAT
MENGIKATDAN BELANJAYANGBERSIFATWAJIB ANGGARAN

PENDAPATANDANBELANJADAERAH.



BABI
KETENTUANUMUM

Pasall
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pengelola keuangan daerah adalah keseluruhan
pejabatjpelaksana yang diserahkan kewenangan oleh pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan
pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

4. Azas keabsahan adalah setiap tindakan dari pengelola keuangan
daerah harus didasarkan pada bukti dasar penagihan yang sah,
ketersediaan anggaran dan hak yang timbul sesuai dengan
peIjanjianjperikatan.

5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak
dalam kapasitas sebagai bendahara umum yaitu pejabat yang
diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan,
dan membayar j menyerahkan uang atau surat berharga atau
barang- barang daerah.

6. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKDadalah Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

7. Surat Pemyataan Penggunaan Uang adalah kesanggupan dari
pejabat yang berwenang untuk tidak menggunakan uang
persediaan untuk pengeluaran yang harus dilakukan secara
langsungjLS dan kesanggupan akan mempertanggungjawabkan
dalam waktu tertentu.

8. Bendahara Pengeluaran adalah petugas yang secara fungsional
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat
Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya



disingkat APBDada1ah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD,dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

10. Satuan KeIja Perangkat Daerah yang se1anjutnya disingkat SKPD
ada1ah perangkat daerah pada pemerintah daerah se1aku
pengguna anggaranjpengguna barang.

11. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA ada1ah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
me1aksanakan tugas pokok dan fungsi SKPDyang dipimpinnya.

12. Kuasa Pengguna Anggaran atau KPAadalah pejabat yang diberi
kuasa untuk me1aksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam membuat dan me1aksanakan komitmen dengan
pihak ketiga, me1aksanakan kegiatan secara swakelo1a, meminta
pembayaran atas beban DPA-SKPDyang dike1olanya.

13. Pejabat Pe1aksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat
PPTK ada1ah pejabat pada unit keIja SKPD yang menjalankan
tugas Kuasa Pengguna Anggaran.

14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang se1anjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang me1aksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD; pejabat yang me1akukan
pengujian atas perintah pembayaran mengenai ketersediaan
anggaran, ke1engkapan, dan keabsahan hak tagih APBD

15. Kegiatan ada1ah bagian dari program yang di1aksanakan oleh satu
atau 1ebih unit keIja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
tekno1ogi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya terse but sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) da1am bentuk barangjjasa.

16. Rekening Kas Umum Daerah ada1ah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah
untuk menampung se1uruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar se1uruh penge1uaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

17. Be1anja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang per1u
dibayar kembali danjatau penge1uaran yang akan diterima
kemba1i, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



19.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPDadalah dokumen yang memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPDadalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna
anggaran.

21. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan bahwa telah tersedia uang pada kas
daerah untuk membayar pelaksanaan suatu kegiatan sebagai
dasar penerbitan SPP.

22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan kegiatanfbendahara pengeluaran untuk
mengajukan permintaan pembayaran.

23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPMadalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD.

24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
yang diterbitkan oleh BUDberdasarkan SPM.

BABII

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

Pasal2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Rencana
Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal3

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan daerah.



BagianKesatu
PendapatanDaerah

Pasal4

(1)Pendapatan Daerah terdiri atas:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

(2)Pendapatan AsliDaerah diatur sebagai berikut:
a. Pendapatan AsliDaerah terdiri atas:

1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

dan
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan
sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak
daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada
undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi
daerah.

c. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek
dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai
retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman
pada undang-undang mengenai pajak daerah dan
retribusi daerah.

d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
.dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian
objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil
penyertaan modal daerah.

e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan
penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi
daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek
dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKDmaupun
SKPD.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri
atas:
1. hasil penjualan BMDyang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan BMDyang tidak dipisahkan;



3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

II.
12.
13.
14.
15.
16.

hasil keIja sarna daerah;. .Jasa grro;
hasil pengelolaan dana bergulir;
pendapatan bunga;
penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan
Daerah;
penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain
sebagai akibat penju alan , tukar-menukar, hibah,
asuransi, dan Iatau pengadaan barang dan jasa
termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai
akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan
dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari
kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing;
pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan;
pendapatan denda pajak daerah;
pendapatan denda retribusi daerah;
pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
pendapatan dari pengembalian;
pendapatan dari BLUD;dan
pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Belanja Daerah
Pasal5

Ketentuan belanja daerah sebagai berikut:
a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan
Dasar.

d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang
dimiliki Daerah.

d. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan

SEKDA WAGUB
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pendanaan Urusan Pemerlntahan Wajib terkait Pelayanan
Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal.

e. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerlntahan
Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar
dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan
Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan
potensi yang dimiliki Daerah.

g. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai
Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja
untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan
insfrastruktur.

h. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja,
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan melakukan penundaan danfatau
pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah
berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.

1. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan
regional, analisis standar belanja, danfatau standar
teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perumdang-
undangan.

j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan
regional, analisis standar belanja, danf atau standar
teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

k. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan
Peraturan Presiden.

1. Standar harga satuan regional digunakan sebagai
pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada
masing-masing Daerah.

m. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing
Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang
berlaku di suatu Daerah.

n. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar
harga satuan ditetapkan dengan Perkada.

o. Analisis standar belanja, standar harga satuan, danfatau
standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja
dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda
tentang APBD.

p. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerlntahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis,
objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.



fungsi.
r. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan

susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

s. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub
kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan
provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Pasal6

Belanja Daerah terdiri atas;
a. Belanja operasi
b. Belanja modal
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer

Pasal7

(1) Belanja operasi sebagaimana Pasal 6 huruf a merupakan
pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

(2) Belanja modal sebagaimana Pasal 6 huruf b merupakan
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan
aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu)
periode akuntansi.

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana Pasal 6 huruf c
merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD
untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak
yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

(4) Belanja transfer sebagaimana Pasal6 huruf d merupakan
pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah
Daerah kepada pemerintah desa.

BagianKetiga
PembiayaanDaerah

Pasal8

(1)Pembiayaan daerah terdiri atas;
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.
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Pasal9

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:
a. SiLPA;
b.pencairan Dana Cadangan;
c.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d.penerimaan Pinjaman Daerah;
e.penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; danfatau
f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasall0

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:
a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
b.penyertaan modal daerah;
c. pembentukan Dana Cadangan;
d.Pemberian Pinjaman Daerah; danfatau
e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyusunan Rancangan APBDdidasarkan prinsip:
a. seSUaI dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
kemampuan pendapatan daerah;

b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. berpedoman pada RKPD,KUA,dan PPAS;
d. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
e. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk
masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk
melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
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BABIII

JENIS BELANJAYANGBERSIFATMENGIKATDAN
BELANJAYANGBERSIFATWAJIB

Pasal12
(1) Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan

secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah
daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan
tahun anggaran yang bersangkutan.

(2) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana ayat (1) diantaranya
untuk belanja gaji, biaya pemeliharaan rutin kantor, telepon, air,
sewa gedung kantor, bahan bakar, cetakan, Alat Tulis Kantor,
peIjalanan dinas, makan minum, gaji pegawai kontrak serta upah
pungut Pajak Daerah, program pemerintah pusat yang harns
dilaksanakan dan penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

(3) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk teIjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

(4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
antara lain Bidang Pendidikan untuk kebutuhan sarana dan
prasarana sekolah, Bidang Kesehatan untuk kepentingan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat atau untuk kepentingan pendanaan
Rumah Sakit, Puskesmas dan melaksanakan kewajiban kepada
pihak ketiga (utangjkewajiban daerah), untuk kepentingan
bencana.

BABIV
PELAKSANAANJENIS BELANJAYANGBERSIFATMENGIKATDAN

BELANJAYANGBERSIFATWAJIB
Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat
sebelum DPA-SKPDdisahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya
tanpa menunggu DPAdisahkan.

(2) Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing-masing
SKPD dalam satu daerah berbeda-beda. Misalnya Dinas Pendidikan
A, SPD diberikan tiap bulan karena kebutuhan dana yang sangat
besar sedangkan Dinas lainnya penerbitan SPD diberikan per
triwulan.

(3) Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD,
atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan
SPD

Pasal14
Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib
dan mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
a. dalam hal keterlambatan penetapan APBD;dan
b. dalam hal dokumen belum siap.
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BABV
PENUTUP
Pasa115

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2021

r-~._-----------_._. --_.~--""'~
I!I I!IDITANDA TANGANI SECARA

• ELEKTRONIK OLEH :

~1"I.i
S'rtifikfti

, Eteklronik

RUSU HADIBIE
Gubemur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
padatanggal 2021

DARDA DARABA

BERlTA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR

TTD

PERUNDANG UNDANGAN
Typewritten text
27 April

PERUNDANG UNDANGAN
Typewritten text
27 April

PERUNDANG UNDANGAN
Typewritten text
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